BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN

Menimbang :

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor
5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setiap
instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan
jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022
dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun
2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57
Tahun 2021 tentang Nomenklatur Analisis Jabatan,
Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tanah Bumbu Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,
tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga
perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur
Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265 };

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pegangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengankatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Intansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1047);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Intansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil;
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Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) Peraturan
Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 68 Tahun 2021
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah
Dr.H.Andi Abdurahman Noor Kabupaten Tanah
Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021 Nomor 68);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 8);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten
Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2022 Nomor 10);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomeor 12 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor
12);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten
Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2022 Nomor 13);
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Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Sosial Kabupaten Tanah
Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 14);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 15);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur  Organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah
Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 16);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten
Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2022 Nomor 17);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 18);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur  Organisasi Dinas  Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor
19);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 20);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2022 Nomor 21);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja
Tranmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 22);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 23);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata Kabupaten
Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2022 Nomor 24);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 26);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah
Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 27);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Nomor 28);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 29);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor
30);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 31);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten



Menetapkan :
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Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2022 Nomor 32);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah
Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 34);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 37 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak
Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 37);Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1%
2,

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
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Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan
pegawai negeri sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri
Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme.

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
adalah pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk menghasilkan pegawai
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan Pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai
ASN dalam suatu satuan Organisasi.

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi
pemerintah dan pembangunan.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat
JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pad Instansi
Pemerintah.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan = dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan
public serta administrasi pemerintah dan
pembangunan.

Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan,

pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan
menjadi informasi jabatan.



17. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh
informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi
kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

18. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
fungsional yang tergambar dalam struktur unit
organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai
dengan yang paling tinggi.

19. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai
suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan
kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan
terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan
nilai jabatan dan kelas jabatan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja adalah sebagai pedoman penyusunan kebutuhan
jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BAB III
FUNGSI DAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 3

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
berfungsi sebagai berikut :
a. perencanaan kebutuhan Calon ASN;
b. rekrutmen Calon ASN;
c. penempatan Nama Jabatan ASN
d. pengendalian ASN;
e. pendidikan dan pelatihan ASN;
f. pengembangan ASN; dan
g. kesejahteraan ASN.

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 4

(1) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.



(2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berdasarkan susunan organisasi, tugas dan fungsi
perangkat daerah dan /atau unit kerja.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN PENETAPAN HASIL ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Pemerintah terdiri dari:

a. uraian jabatan struktural;

b. uraian jabatan fungsional;

c. uraian jabatan pelaksana.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 6

(1) Hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi yang membidangi tugas
dan fungsi kelembagaan.

(3) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara
struktur dituangkan dalam peta jabatan yang tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
INFORMASI JABATAN

Pasal 7

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diolah menjadi
Informasi Jabatan yang meliputi uraian sebagai berikut:

a. nama jabatan;

kode jabatan;

unit kerja;

ikhtiar jabatan;

kualifikasi jabatan;

o a0 o



tugas pokok;
hasil kerja;
bahan kerja
perangkat kerja;
tanggung jawab;
wewenang;
kolerasi jabatan;
. kondisi lingkungan jabatan;
risiko bahaya;
syarat jabatan; dan
prestasi kerja yang diharapkan.

TepgTAT IR ™

BAB VI
FASILITASI DAN PEMBIYAAN

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 8

Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi
kelembagaan dan analis jabatan memfasilitasi dan
mengkoordinasi, monitoring serta memvalidasi penyusunan
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan kegiatan penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

a. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2021
tentang Nomenklatur Analisis Jabatan, Analisis Beban
Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 57);

b. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 45 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah
Bumbu Nomor 57 Tahun 2021 tentang Nomenklatur
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
45);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan gi-Batulicin
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin

pada L;:!gg_al 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
by

". | ™/

VN

H. AMBO SAKKA
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